
BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATANNOMOR i} TAHUN 2O2O

TENTANG

PENETAPAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal L7 peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1oo rahun 2o1g tentang penerapan
standar pelayana; Minimal, p..i" *"".,lpr.Ir'peraturan BupatiBarito selatan tentang penetapan Tim penerapan standar
Pelayanan Minimal Kabupaten Baiito Selatan;

Mengingat : 1. Undans ln{ang [omor 27 Tahun 1959 tentang penetapan
undang-undang.,,Dardrat Nomor 3 Tahun 19s3 tentang
-P_erplnjangan 

,Pernbentnkan Daerah ringkat II di Kalimantan
!!elbara__1 Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang_
undang {Lembaran ,Negqra Republik Indonesia fahun 1959
Nomor v2, Tarctba&,u.n Gmb.r*r, Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

: ,. ::
2. lJndang-undang, No*raor-,I2 Tahun 20 I I tentang pembentukan

Peraturan Perundaag-Undangan (Lembaran Negara Republik
lndolesjaTahun zoi Nomoir82, iambahan Leribarr., N.grr"
Republik-'lndonesia Nomor 52s4) sebagaimana telah diubah
dengan undang-Undang Nomor 15 iahun 2org tentang
Perubahan Atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2oll
tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2org Nomor 1g3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2olg
Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OI4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7
Tambahan Lembara., N"g.r. Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074
Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2Ot4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ot5 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minirnal (Lernbaran Negara Tahun 2Ol8 Nornor
61,78);



Menetapkan:

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2A16 Nomor 4LS) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2All tentang Perubahan
Kedua Atas Peratrrran Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun
2A06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 31O;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
12O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2Ol8
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 201,8 Nomor 154O);

9. Peraturan Daer,ah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2AL6 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Berita
Daerah Kabupaten Baritoselatan Tahun 2016 Nomor 3);

:.
lO.Peraturan, rBupatir Barito- Selatan Nomor 30 Tahun 2Ol9

tentang' Itedudukan 'susurr-an Organisasi TUgas dan Fungsi
Serta Tata Keda:'sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan
(Lembaran Berita -Daerah'.: Kabupaten Barito Selatan Tahun
2Al9 Nomor 35);'.,:: ' . ,- ,

' .MEMU.TUSxa{:
.

PERATURAN .BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MIMMAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenu.hi kebutuhan dasar
warga Negara.

6. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan
pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar,
penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan
pemenuhan Pelayanan Dasar.



BAB II
TIM PENERAPAN SPM

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tim penerapan SpM.
(2) Tim Penerapan SPM sebagimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.

(3) Susunan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS
Pasal 3

(1) Tim Penerapan SPM sebagimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas
sebagi berikut :

a. menJrusun rencana aksi penerapan SPM;
b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah

pengampu SPM;
c. mengkoordinasikan pendataan, pemuktakhiran dan sinkronisasi terhadap

data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
d. mengkoordinasikan integiasi Standar PLhyanan Minimal ke dalam

dokumen serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan
Minimal terintegrasi ke'dalam ''Reneana Kerja Perangkat Daerah dan Renja
Perangkat Daerah termasuk pgl4binaantumum dan teknisnya;

e. mengkoordinasikan integrasir 'standar Pe,layanan Minimal ke dalam
dokumen pengarlggaran serta mengawal dan memastikan penerapan
Standar Pelayanan Minimal'terintegrdsi ke dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

f. mengkoordinasikan' dan rnengAonso,Ii asikan sumber pendanaan dalam
pemenuhan pengangg€ran untUk,'peRerapan Standar Pelayanan Minimal;

g. mengkoordinasikan, perumusan strategi pembinaan teknis pembinaan
Standar Pelayanan Minimal;

h. mengkoordinasikan penaantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal;
i. melakukan sosialisasi penerapan,.', Standar Pelayanan Minimal kepada

perwakilan masyarakat sebagai pe-nerima rnanfaat;
j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan

Standar Pelayanan Minimal dan mengkonsolidasikan laporan penerapan
dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal daerah kabupaten, termasuk
laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi
pembangunan daerah yang terintegrasi; dan

k. mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk
perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 4

(1) Tim Penerapan SPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dibantu oleh Sekretariat Tim.

(2) Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas :

a. mengelola dan mengadministrasikan surat men5rurat;
b. mengLrmpulkan bahan, data, dokumen dan Peraturan Perundang-

undangan terkait Pen;rusunan Penerapan SPM ; dan
c. rnengelola inforrnasi;

(3) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayal (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.



BAB IV
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJATIIABAB

Pasal S
Tim Penerapan sPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 melaporkanpelaksanaan tugasnya dan beitanggungfawab kepada Bupati

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6
Sumber pendanaa-n Tim Penerapan SPM Barito Selatan dibebankan :a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; danb. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Peraturan Bupati ini

Agar setiap orang
Bupati ini dengan
Selatan.

Diundangkan
pada tanggal

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

mulai berlaku pada tanggal diundangkan

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
penempatannya dalam Berita o""rirr xab-ufaten Barito

Ditetapkan 1
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ARIS DAERAH
BARITO SELATAN

PURWANTO

SELATAN,

BARITO SELATAN TAHUN 2020 NOMOR $
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BERITA DAERAH KABUPATEN



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR i, TAHUN 2O2O
TENTANG
PENETAPAN TIM PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL

SUSUNAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1.

2.

Penanggungjawab

Ketua

Bupati Barito Selatan

Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Barito Selatan

Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Barito Selatan

3. Wakil Ketua

4. Sekretaris

5. Anggota 1.

2.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito
Selatan
Kepala Dinas, Kesehatan Kabupaten Barito
Selatan

3. K.epala Dinas Pekerjaan Umum dan
.,FenataAn Ruang Kabupaten Barito Selatan

4,,,,,.Kepala',:Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
.' ,,dan: Pernadam Kebakaran Kabupaten Barito

5- ' Kepala l' 
,, Dinas Sosial, Pemberdayaan

.:,',,:MaSVarA-kat Desa Kabupaten Barito Selatan
6;, !{epala.',Dinas Kawasan Permukiman dan

' Pertanah:an Kabupaten Barito Selatan
7, Kepalq ''Badan Plngelolaan Keuangan dan

,Aset Daerah kabupaten Barito Selatan
8. Inspektur Kabupaten Barito Selatan
f - i,Kepal+ Sub"Bagian Adrninistrasi Kerjasama

dan' Otonomi Daerah Sekretariat Daerah
Kabupaten Barito Selatan

SELATAN,

-,)


